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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan di Desa Plampang dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Bentuk partisipasi masyarakat Desa Plampang dalam penyusunan 

perencanaan  pembangunan desa yaitu bentuk manipulasi dan 

penenteraman. Hal ini diperkuat dari hasil pengamatan peneliti, pernyataan 

soudara Muehiis ketua Karang Taruna, dan  beberapa tokoh masyarakat 

yang menyatakan bahwa yang terlibat dalarn penyusunan  perencanaan 

pembangunan desa hanya kadus  dan perangkatnya seperti RW dan RT.  

Perencanaan pembangunan desa disusun tanpa adanya keterlibatan 

masyarakat  maupun tokoh masyarakat, karang taruna dan pemuda Desa 

Plampang. Kalau dilihat  dari daftar undangan yang disampaikan oleh 

pemerintah desa seolah-olah sudah mewakili dari unsur masyarakat namun 

dalam praktiknya tidak demikian, yang hadir hanya para RT dan RW saja. 

Adapun materi yang disusun tidak pemah disosialisasikan ke warga baik 

pihak RT, RW maupun kepala dusun. Kalau warga ingin tahu kegiatan 

perencanaan pembangunan harus berinisiatif tanya ke dusun Perencanaan 

ini pada prakteknya seringkali tidak tepat waktu sehingga masyarakat tidak 

dapat merespon dengan baik dan kegiatan sering tertunda tanpa ada 

pemberitahuan baik dari pihak RT, RW, maupun kepala dusun. Pernyataan 

serupa juga disampaikan oleh staf Pemerintahan desa   yang menyatakan 
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bahwa selama ini yang menghadiri rapat penyusunan  Perencanaan 

Pembangunan Desa Plampang yang diselenggarakan I sampai 2 kali setiap 

tahun, hanya para pengurus RT dan RW. Narnun demikian, yang diundang 

untuk menghadiri rapat penyusunan perencanaan pembangunan desa untuk 

masing-masing RT yaitu 10 orang yang terdiri alias perwakilan: karang 

taruna, tokoh masyarakat, petani, peternak. dan pengurus PKK. Lebih 

ianjut staf Pemerintahan desa  menyatakan bahwa salah satu faktor yang 

menyebabkan rendahnya tingkat kehadiran  masyarakat Desa Plampang 

dalam menghadiri rapat penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 

yaitu rapat dilakukan setiap hari kerja, bukan pada hari Iibur.  

2. Adapun yang menjadi faktor penghambat dan pendukung partisipasi 

masyarakat yakni: 

• Faktor Penghambat yakni tingkat pendidkan yang relative rendah 

tingat pendidikan yang masih dikatakan tergolong rendah, sehingga 

secara otomatis akan mempengaruhi partisipasi mamsyarakat dalam 

mengikuti kegiatan. Dan tingkat kepercayaan masyarakat kepada 

Pemerintah Desa. Sumber Daya Manusia, Partisipasi tenaga 

masyarakat ikut dalam mengikuti kegiatan seperti gotong royong, 

perbaikan irigasi dan lain-lain. Partisipasi keahlian untuk saat ini 

pemerintah baru merencanakan untuk meyediakan masyarakat untuk 

mengelolah kotoran sapi untuk dijadikan sebagai pupuk kompos dan 

ini akan menjadi keahlian masyarakat. Lingkungan, parisipasi 

masyarakat tergolong rendah dalam kegiatan lingkungan. Padahal 
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kegiatan yang dilakukan dalam pembangunan desa merupakan sebuah 

ide dan gagasan yang di sampaikan oleh masyarakat. Tetapi dalam 

pengimplementasikan kurangnya pasrtsipasi masyarakat 

• Faktor Pendukung yakni peran para tokoh mayarakat dan tokoh agama 

memiliki hubungan kedekatan dengan masyarakat, karena mereka 

sering terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial keagamaan dan 

sebagainya, karena itu peran para tokoh agama dan mayarakat tersebut 

sangat penting dan strategis dalam kehidupan masyarakat. Serta sangat 

berpengaruh dalam menentukan arah kebijakan pemerintah dan 

pembangunan desa. Jika tokoh masyarakat, toko agama dapat 

bersinergi dengan baik maka penyelenggaraan pemerintah dan 

pembangunan akan berjalan dengan baik dan lancar. Serta Tingkat 

Pendapatan dan jenis pekerjaan yang cukup dalam memenuhi 

kebutuhanya akan lebih mudah menyisipkan waktunya untuk 

berpartisipasi. bagi masyarakat yang mempunyai tingkat pendapatan 

yang rendah, sulit sekali bagi mereka untuk berpartisipasi. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang sudah diuraikan, maka peneliti dapat 

memberikan beberapa saran diantaranya yakni : 

1. Partisipasi masyarakat Desa Plampang dalam proses perencanaan 

pembangunan selama ini dirasakan belum efektif karena bam pada bentuk 

manipulasi dan penenteraman. Di samping itu, komponen-komponen 

masyarakat yang ada, termasuk para tokoh masyarakat  belum memiliki 
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keberanian sikap kritis, kemampuan. dan ketrampilan manajerial dalam 

proses pembangunan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan upaya-upaya terus 

menerus untuk memberdayakan aktor-aktor perubahan di desa melalui 

kegiatan-kegiatan penyuluhan dan pelatihan tentang manajemen 

pembangunan, khususnya proses percneanaan pembangunan yang 

partisipalif. Salah satu kegiatan yang dapat ditempuh adalah melakukan 

kerjasama antara pemerintah desa dengan perguruan tinggi terdekat dan 

LSM terkait, untuk melakukan pemberdayaan dan Menempatkan proyek-

proyek pengabdian yang relevan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat 

agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam perumusan, implementasi  

dan sekaligus menjadi pengawas dalam pembangunan Desa Plampang. Di 

tingkat dusun dengan melibatkan seluruh element yang ada di masing-

masing dusun guna menyimpulkan masukan atau usulan pembangunan di 

Desa Plampang  sehingga apa yang menjadi aspirasi masyarakat dapat 

tersampaikan dan di tindak lanjuti hingga ke musrenbang desa. 

2. Hendaknya perencanaan pembangunan desa yang melalui mekanisme 

Musrenbangdes harus melibatkan semua unsur dan kelompok masyarakat 

yang ada di Desa Plampang sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 

114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. 

3. Terkait keterlibatan masyarakat yang belum maksimal dalam kegiatan 

Musrenbangdes karena faktor pengetahuan dan pendidikan yang masih 

rendah, serta faktor pekerjaan masyarakat yang banyak menyita waktu, 

hendaknya hal ini menjadi konsen dariPemerintah Desa, untuk lebih 
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meningkatkan partisipasi masyarakat dengan cara mensosialisasikan 

secara menyeluruh dan terus-menerus kepada seluruh lapisan masyarakat 

akan pentingnya keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam 

Musrenbangdes. 

4. Hendaknya BPD Desa Plampang  lebih aktif dalam proses Musrenbangdes 

berlansung, BPD sebagai lembaga penampung dan penyalur aspirasi 

masyarakat desa, hendaknya mampu memberikan saran dan masukan yang 

bersifat Partisipatif dalam Musrenbangdes, agar pembangunan di Desa 

Plampang sesuai dengan kehendak dan kebutuhan masyarakat.  
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